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KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA. DAERAH TINGKAT II SALATICA
NoMoR ¢ 045 /\10 /1904
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang ter-
capainya pelsksansan penyusutan arsip dilingkungan Peme =
rintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu
adanya Jadwal Retensi Arsip ;

be bahwa béi‘hubung de ngan itu dan sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nouor 100 Tahua 1991 tentang Jadwal
Retensi Arsip Departemea Dalam Negeri, meka dipandang per
1lu menetapkan Jadwal Reensi Arsip dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengen Keputusan Wa=
‘Likotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok=-pokok Pe=
merintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuken
Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa =
Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 7 Tehun 19“ 2. tenkang Ketentuan-keten- !
tuan Pokok Kearsipan j i :

4e Peraturan Pemerintah Homor 34 Tahun 1979 tentang Penyusut
~ an arsip ; ;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Peruba=

" han batas wilayah Kotemadya Daerah Tk.II Salatiga dan Ka
bupaten Dati II Semarang ; :

6o Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tente.ng
Kearsipan Departemen Dalam Negeri ; .

7« Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang’

; edomen Penyusutan Jadwal Retensi Arsip ; _

8. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 100 Tahun 1991 ten =

'~ tang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri ; i

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ten =~ '

. tang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; -




v 9. Pereturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No-

mor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
tata Kerja Kantor Arsip Daersh Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa lTengah No-
mor 045/4/1980 tentang pols Klasifikasi Kearsipan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Memperhatikan:

l. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No -
mor SE/02/1983 tentang Pecoman Umum untuk menentukan nilai
guna arsip.

2. Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesis tanggal
2/, Desember 1993 Nomor LT. 10.1/1359 / 1993.

Je. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang-
gal 10 Nopember 1992, Nomor 045 / 179 / 1992 tentang Hasil
rapat Koordinasi Jadwal Retensi Arsip dan tindek lanjutnya.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA' TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SALATIGA.

SAR -3

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalar Keputusen ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adslah Pemerinteh Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotemadya Kepala Daerah Tingkat II
Salatign.

c. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satu-
an Orgenisaal delam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sa-
latiga dalam bentuk corak apapun, baoik dalam keadaan tunggal, raupun ber-
kelompok untuk pelaksanaan tugas ;

de Arsip dinamis adalah Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam peren=—
canaan, pelaksanaan, Penyclenggaraan kehidupan kebangsasn pada umumnya a-
tau diporgunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;

e, Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secare langsung dan terus menerus di

perluken den dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi ;

fo Arsip inaktif ialah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penye

lenggarsan administrasi ;
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Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunaken secara langsung untuk
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan peda umumnya maupun
untuk penyelenggaraan sehari~hari administrasi negara ;

Nilaei guna arsip adalah nilal arsip yeng didasarkan pada kegunaannya
bagi kepentingan pengguna arsip ;

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindah
kan arsip inaktif dan Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, memudahkan arsip
yang tidek bernilal guna lagi maupun menyerahkan arsip statis kepada Ar-

sip Nasional ;

Retensi Arsip adalah penentuan jangke waktu simpan smatu arsip atas da-

gar uilai guna yang terkandung didalamnya ;
F. Jaedwal Retensi Arsip adelah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnye.
jenis arsip beserta jengka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan

permanen, musnah stau dinilai kembali ;
& 1. Unit pengolah adaleh Unit Orgenisasi dalam lingkungen Pemerintah Kota -
e medya Daerah Tingkat IIT Salatiga, yeng mencipta dan atau mengolah arsip
delam rangka melaksanakan fungsi dan_kegiatan administrasi ;
"f* m. Unit kearsipan adalah Unit Organisasf'yang melaksanakan fungsi den tugas
kearsipan baik struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatigae

BAB 13
KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadvwal Retensi Arsip Pemerintah Kotamadys Daerah Tingkat II Salatiga me -

’?5 nganut asas sentralisasi dalam kebijeksanaan dan desentralisasi dalanm pe-

laksanaannya e |

Pasal 3 V7

Walikotamadya Kepala Duerah menyclenggaraken pembinaan penyusutan arsip |
meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan pegaval dan pe |

ngava.sen pelaksanaan penyusutan di lingkungan Pemerintah Daerah. i

Pasal 4

getiap Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan

penyusutan arsip .
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BaAR II1
PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP
Pasal 5

1. Peliksanaan penyisutan arsip dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatige ialah Unit-unit kearsipan sesual dengan susunan Orga=-
nisasi yang berlaku. )

2. Unit kearsipan mengkoordinasiken pelaksanaan penyusuten arsip s>bagaimana
dimeksud pada ayat (1) pasal ini.

3, Ketentuan ~ketentuan peloksanesan penyusutan arsip Pemerintah Kotamadya Da
erah Tingkat II Salatiga sebogaimena diatur dalam lampiran I Keputusan ini.

4. Penyusutaen arsip dilakssnaken dengan berpedoman pada Jadwel Retensi Arsip

sebagainana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini,

pPasal 6
Khusus mengenai pemusnahun arsip yang retensinya 10 tehun atau lebih dalam
pelaksanaannya berpedoman pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1979.

Pasal 7

Arsip yang masih dipergunakan dalan pelaksanaan tugas, retensinya dapat di-
perpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dehulu mendapat perse -

tujusn Pimpinan Unit Organisasi.
BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semue, biaya yang timbul sebagal pkibat dikeluarkannya Keputusan ini dibeban-
kan kepade Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatigae
Bk BV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 9

Penyempurnasn terhadap Jadwal Rentensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Ke -
putusan ini berpedomen pada pasel 5 ayat (4) Pératuran Pemerintah Nomor 34
tahun 1979 .

Pasal 10
Jadwel retensi Arsip Yeuangen dan Kepegiwaian ditetapkan tersendiri oleh

Walikotamadya Kepala Dacrah,



e

BAB VI
PENU TUP

Pasal 1l

Hel-hal yang belum cukup diatur dalam Kepubusan ini akan diatur lebih

lanjut oleh Walikctamadya Kepela Daerah.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berloku pade banggal ditetapkan.

Ditetapkan : di SALATIGA

- Maret 1994

Pada tanggal

k)

'ﬂ?'GKﬁ II SALATIGA

linan Keputusan ini disempaikan kepcda Yth
enteri Dalam Negeri di Jakarta.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta

Gubernur Kepala Daerah Tingket I Jave Tengah di Semarang .

Kepala Arsip Daersh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengeh di

. Semarang e

pembantu Gubernur Jawa Tengah Vilayah Semarang

di Semarang e

Ka Itwil Kodya Dati II Salatige

Ke Bag Hukum getwilde Kodya Dati II balatiga.

Ka Beg Unum Setwilda Kodya Dati II Salatiga.

o Dati IT Salatiga.

.Ka Bag Keuangen getwilda Kody
Unit kerja dalam lingkungan

Ka Dinas / Kantor / Bagian P
: pemerinteh Kodya Dati II Salatiga.

o e 1 o T




Lampiran : Keputusan Walikotamadya Kepala
paerah Tingkat II Salatiga
Nomor 3 04%/ 10 /1944
Tanggal: 5| faret: 16944

PELAKSANAAN PENYUSUTAN. ARSIP
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENDAHULUAN .

Seperti kita ketahul, bahwa sistem Kearsipan adalah merupakan
suatu TOTAL SISTEM yang terdiri dari tiga Sub Sistem ialah :Pengurusan
surat, Penataan berkas dan Pepyusutan . Untuk hal-hal yang menyangkut
Pengurusan surat dan penataan berkas sudah diatur dengan Keputusan Men-
teri Dalam Negeri No.30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Da
lam Negeri , dan Kepubusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 045/4/1980 tentang Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Tengahe.
Adapun mengenai penyusutan arsip sebagai Sub Sistem yang ketiga telah
diatur daleam Peraturan Pemerintah ( PP ) No.34 Tahun 1979 tentang Penyu
suban arsipe. :
Pada pasal 4 ayat (3) ditegaskan :

" Lembaga=-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-ma-
sing wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar ber-
isi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyim -
panannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagal pe-
doman penyusuten arsip "

Atas dasar ketentuan diatas dan sesuai pula dengan pasal 5 Kepu-
- tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi
“ﬂi Arsip Departemen Dalam Negeri maka perlu ditetapkan Keputusan Waliko=
& tamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Jadwal Retensi Arsip
£ pemerintah Kotemadya Daerah Tingkat II Salatiga.
1I.BENTUK DAN SUSUNAN. JADWAL RETENSI ARSIP.
Secara garis besar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kotamadya Da
erah Tingkat II Salatiga terkandung unsur- unsur 3
1. Masalah, yang pada dasarnya adalah merupakan cerminan berkas yang
ada di dalam Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Dae-
rah Tingkat II Salatiga, baik ber¢as yang mencerminkan tugas opera-
sional ( substantif ) maupun tugas penunjang ( Fasilitatif ).
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5. Rincisn masalah, sebagai penjabaran dari masalah .

3. Retensi, yang merupekan jangka waktu penyimpanan arsip, baik pada
waktu masa aktif maupun inaktif yang dituangken dalam pernyataan
dan angka.

/.« Keterangan yang berisi pernyatean musnah , permanen atau pernyataan

lain.

III. TATA CARA PENYUSUTAN ARSIP .

Penyusutan arsip sebagai kegiatan untuk mengurangil volume ar-

sip dari tempat penyimpanan dapat dilaksanakan baik dengan cara i
1. Pemindahan arsip
2. pemusnahan arsip

3. penyerahan arsip

Ad.l. Pemindshan Arsip.

Arsip yang ada di Unit Pengolah setelah habis masa retensinya

harus segera dipindahkan ke Unit kearsipan, dengan tata cara

gebagal berikut :

a. tata Usaha Unit Pengolah mengadakan penelitian untuk menen-
tukan arsip yang sudah mencapal masa inaktif.

b. Memisah-nisabken arsip yang dapat dimusnakan dan yang akan
dipindahkan ke Unit kearsipan.

c. Menata arsip inaktif yang ekan dipindahkan ke Unit Kearsipan

d. Unit pengolah sekurang-kurangnya enan bulan sekali memindah-
ken arsip inaktif ke Unit kearsipan.

Pemindehan arsip ini dilaksa:ckan dengan berita acara disertai

daftar pertelaan arsip rangk:p 2 ( dua ) dengan menggunakan bentuk

formulir model 1 dan II dengen rincian

a. Lembar I untuk Unit Kearsipan @ yang menerima :

b. Lembar II untuk Unit yang memindahkane

Ad.2. Pemusnahan Areip .
a. Pemusnahan arsip di Unit pengolah.

Langkah=langkah penusnahannyaadalah sebagal berikut :

1). Membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnakan.

2). Menyampaiken daftar tersebut kepade pimpinan untuk memper
oleh persetujuan,

3). Setelah mendapat persetujuan dilakukan pemusnahan terhadap
arsip tersebut dengan membuat berita acara dan daftar per
telaan rengkap 1 ( satu ), untuk Unit pengolah.

4)e Pemusnahan arsip di Unit pengolah dileksanakan sekurang -

kurengnya enam bulan sekali.
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¢ b. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan.

Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang tidaek harus

dinilai kembali, dileksanekan sebagai berikut :

Membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnakan.

Menyampaikan daftar tersebut kepada Sekwilda/ Pepabat yang ditunjuk
untuk mendapat persetujuan pemusnahan.

Setelah mendapat persetujuan, dilakukan pemusnahan terhadap ersip
tersebut dengun membuet berita acara dan daftar pertelaan rangkap

3 ( tiga ).

- Lembar pertama untuk Arsip Nasional Daerah.

Lembar kedua untuk Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengahe

Lembar ketiga untuk Unit Kearsipan Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga.

Pemusnahan .reip di Unit Kearsipan mmtuk arsip yang retensinya kurang
dari 10 Tehun dan tidak harus dinil:i kembali dilsksanakan sekurang-

kurangnya 1 tehun sekali.

c. Pemusnzhan arsip yeng retensinya kurang dari 19 tahun yang harus dini-
1ei kembali der 10 tehun atzu lebih dilaksanaakan sebagai berikut :

Membuat deftar pertelaan arsip yang akan dimusnaken.

Menyampaikan daftar tersebut kepace Panitla penilai arsip yang susun
an keanggotaannya seperti terlampir ( Model VIT ), untuk diadakan
penilaiane

Apsbila dalam penilaian berdasarkan daftar yang disampaikan ternyata
panitia menganggap perlu maka Panitia dapat meminta arsip fisikﬁya
untuk diteliti secara langsunge

Panitia penilai wajib memberikan pertimbengan dapat atau tidaknya su-
atu arsip dimusnukan.

Arsip yang akan dimusnaken terlebih dulu diusulkan ke Arsip Nasional

Deerah untuk mendapatkan persetujuan melalui Depaptemen Dalanm ﬂegeri.
getelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional, maka pimpin-
an yang bertanggung jawab atas arsip tersebut welakuken pemusnahan
lengan disalsiken oleh pejobat dari Bidang Hukum/perundang -undangan
dan ataou Bideng Pengwasan.

getiap pemusnahan harus dibuat‘daftar pertelaen dan berita acara pe-
mushohan arsip ( lihat Model III & IV )e

Rerita Acara tersebut dibuat rangkap 5 ( lime Ye

a. Lembar pertama untuk Unit Kearsipane

b. Lembar kedua untuk Unit Bideng Hukum. .

e
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/co Lembar ketige unpuk Unit Bidang Pengawasalle
d. Lembar keempat untuk arsip N¢ sional Daerah.

e. Lembar kelime untuk Instansi terkaite

8, Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tehun yang harus di
nilai kembali dan 10 tahun atau 1ebih ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri untuk Tingkat pusat , Gubernur untuk Daerah Tingkat I den Bu
pati / Walikotamadya untuk Daersh Tingkat IIe

Untuk Arsip Kepegavalen yang akan dimusnaken sebelumnya harus dikon
sultagikan terlebin dahulu dengan BAKN.

Pemusnahan Arsip bepegavaian dibuatkan Berita Acara dan Daftar per-
telaan masing-masing 7 ( tujuh ) rangkap dengan ketentuan :

a. Lembar pertama untulk Unit Kearsipan.

b. Lembar kedua untuk bidang Kepegawalan.

c. Lembar ketiga untuk Bidang Hulcum

d. Lembar keempet untuk Unit Bidang Pengavasan.

o. Lembar kelima untuk Arsip Nasional Daerah

f. Lembar keenam untuk BAKN

g. Lembar ketujuh untuk Instansi terkait.

Untuk arsip Keuangan yong akan dimusnakan sebelumnya harus dikon -

sultasik: 1 terlebih dahulu dengan Badan gemeriksa Keuangan , Bagi Pe

musnechan arsip Leuangan dibuat Berita Acara dan daftar pertelaannya

masing-masing 7 ( tujuh ) rangkaps

a. Lembar pertama untuk Unit Kearsipan.

b. Lembar kedua untuk Bideng Kemangan

c. Lembar Ketige untuk Bidang Hukum

d. Lembar keempat untuk Bideng ¥engavasan.

c. Lembar kelima untuk Bapeka.

£. Lembar keenam untuk Arsip Nesional.

g. lembar ketujuh untu's Instensi terkait.

id.3. Penyershen Areip .

Penyerahan arsip dari Pemerintah Daerah Tingket I Jawa Tengeh ke

Avsip Nasional Daerah, dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerzh

Tingkat I Jaws Tengeh sekurang-kurangnye satu kali dalem 10 Tahun.

Arsip yeng diserahkan adal:h arsip statis. penyerahan arsip dilak-

sanakan dengan membuat Berita Acara rangkap dua disertai dengan daf

ter pertelaan Arsipe.

0. Lembar pertame untuk Arsip Nasional Daerahs

b. Lembar kedua untuk Kantor g_-:.r‘
Jawa Tengahe - {’i"ﬁﬁl

rah Propinsi Daerah Tingkat I
i 8
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